BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

'PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (3) Peraturan
' : Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 ientang
Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat . : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
' Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang

/ . Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
e ‘ '~ dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 - Nomeor: 58

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092j; '

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor - 12 Tahun 2011 -tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); ’




Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik- Indonesia Tahun 2013 nomor 262, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ten}:ang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10:

4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
FPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

11.

12.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



13. Peratufan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 'tentahg
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10); '

15. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 23
Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI TENGAH

~

BAB I
" KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

w1k
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12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

.Pemerintahan Daerah adalah - penyelenggara urusan pemermtahan oleh
- Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

‘Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah,

Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuh
Tengah;

Dmas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;

KepaJ.a Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;
Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli

Tengah;

Kepala: Sub Bagian adalah Kepala Sub’ Bagién pada Dinas Sosial Kabupaten
Tapanuli Tengah; '

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli

‘Tengah;

Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ASN/PNS
adalah ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuh Tengah;
Jabatan adalah suatu kedndnlkan vane mmamismdoatene oo




14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BABIT
ORGANISASI DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS FOKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Dmas Sosial adalah tipe A yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan
daerah di bidang sosial meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
[\f‘ pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.
~° (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) Dinas
~ Sosial, mempunyai fungsi;
~a. menyiapkan konsep kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan tugas-
tugas di bidang sosial;
'b. menyelenggarakan pembinaan sosial serta pelaksanaan pelayanan umum
~ di bidang sosial masyarakat;
pembinaan terhadap pelayanan teknis di bidang sosial;
melakukarn evaluasi atas hasil penyelenggaraan tugas bidang sosial;
melaksanakan penatausahaan administrasi; ‘

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsi. :

oo Q0

. . Bagian Kedua
S ' SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1)  Secara hirarki Dinas Sosial Tipe A terdiri dari Kepala Dmas Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Seksi dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT} dan
kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dar1
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Program dan Data;
2. Sub Bagian Ketatausahaan;
- 3. Sub Bagian Keuangan.
~ ¢.” Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Jaminan Sos:al Keluarga.

I
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d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
. 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
.~ 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komumta.s Adat
Terpencil; .
‘2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan
~ Izin Pengumpul Sumbangan;
3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:
1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan,;
3. Seksi Pengelolaari dan Penyaluran Stimulan serta Penataan
Lingkungan Sosial. ‘
" Unit Pelaksanan Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB 111 v
'URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Sosial nﬁempunyai tugas’ pokok membantu  Bupati dalam
‘penyelenggaraan bidang sosial yang menjadi wewenang Daerah.

Pasal 5

Untuk menvclenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,

a.
b.

- Kepala Dinas menyelengarakan fungs1

memimpin dan mengkordinasikan kegiatan Dinas Sosial;

merumuskan petu_njﬁk peléksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar
pelaksanaan tugas Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku; , ' _
menetapkan Program Kerja Dinas Sosial sesuai deﬁg’an rencana strategik
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah; |

. menentukan kebijakan teknis - penyelenggaraan pembmaan dan pelayanan

Sosial di daerah,;

mengendahkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bidang-
bidang, Sub bagian dan Seksi-seksi Dinas;

mengoreksi dan menandatangani surat-surat serta memaraf surat-surat u;rl,tuk
ditandatahgani Bupati;

merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan terhadap masslah-maani-t




h. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan di bidang
Sosial; ‘

i.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

~ Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6
(1) Sekretariat adalah Unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris vang

berada di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

(2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis adminigtratif
kepada seluruh satuan Organisasi Dinas Sosial; ‘

(3) Untuk rhelaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

— Sekretans menyelenggarakan fungsi;

:‘ a. menghlmpun dan mempelajari Peraturan Perundang—undangan Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk' Teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris;

b. merumuskan langkah-langkah kerja/ keglatan Sekretaris sesuai dengan
" Rencana Kerja yang ditetapkan;
c. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Sosial;
d. mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, kepegawalan keuangan,
~dan perlen gkapan;
e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
oleh bendaharawan,;

T f. fnengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seckretaris dengan Bidang-bidang

o lainnya; . | |

g. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas Staf
 Sekretaris; | | .
h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Dinas;

i. mengelola pelaksanaan ketatausahaari dan tata laksana serta rumah tangga
Dinas Sosial;

j. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Dinas; . .

k. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Dinas Sosial;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

-



a.

| " Pasal 7
Sekretariat, terdiri dari; ' )
Sub Bagian Program dan Data;
Sub Bagian Ketatausahaan;
Sub Bagian Keuangan.
Pasal 8

(2)

Ufaian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Data adalah ;

a.

L

i

.

| ‘membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif

kepada satuan organisasi Dinas Sosial bidang Program dan Data,
menghimpun dan mempel'ajari_ Peraturan Perundang—un-danga.n, petunjuk
pélfaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnyei yang
berhubungan dengéh pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Program
dah Data; |

menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Program dan Data
sésua‘,i dengan rencana.ketja yang ditetapkan; '
mengarsipkan dan mermelihara dokumen administrasi dalam berbagai
ber_ltuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Data

' .. dengan'Sub Bagian lainnya;

men:garéhkan pelaksanzan tugas Staf Sub Ba.giah Program -dan’ Data
sesuai dengan pedoman kerja; |

meneruskan proses administrasi surat menyufat kepada Sekretaris;
menghimpun dan mempelajari permasaiahan pelaksanaan tugas serta

mempersiapkan, saran pertimbangan pemecahan masalah kepada

Sekretaris;

memberikan pelayanan teknis administrasi Program dan Data,;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Ketatausahaan adalah :

a.

merabarnitu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administratif
kepada satuan Organisasi Dinas bidang Ketatausahaan;
menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian

Ketatausahaan; _
menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Keta.tausah__éan
sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

melaksanakan urusan Ketatausahaan serta kebutuhan rumah tanses



h.

Comd s

: mengarsipkaxi‘ dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya;

melaksanakan urusan Ketatausahaan satuan organisasi Dinas Sosial;
mengkoordinasikan pengelolaan ad.ministra_si Ketatausahaan,;
mengkoordmasikan . pelaksanaan tugas Sub . Bagian Ketatausahaan
dengan Sub Bagian lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Sub Bagian Ketatausahaan sesuai
dengan pedoman kerja; '

meneruskan proses adrmmstra81 surat menyurat kepada Sekretans,

‘menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta m(,mpersmpkan

' saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.

L (3) Uraian Tugas Kepala Sub Bag1an Keuangan adalah :

a.’

membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan tekms administratif

kepada satuan Organisasi Dinas bidang Keuangan;

f ‘menghlmpun dan mempelajari Peraturan Pemndahg—undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan,
menyusun' langkah—l'angkah kerja/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai
dengan rencana kerja yang ditetapkan;

melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris barang serta

- kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial;

mengarsipkan dan memehhara dokumen adm1mstra31 dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannya

.melaksanakan urasan Keuangan satuan organisasi Dinas Sosial;

mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Keuangan;

mengkoordinasikan pélaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dengan Sub
Bagian lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan sesuai

- -dengan pedoman kexja
‘meneruskan proses ad1mn1stras1 surat menyurat kepada Sekretaris;

 menghimpun ' permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris.'

o
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Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sesial

Pasal 9 :
Eadang Perhndungan dan Jaminan Sosial adalah Unsur Pelaksana. yang

-dipirnpin oleh beorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

' jawab langsung kepada Kepala Dinas.

I(epa.la Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyal tugas membantu

.. Kepala Dinas' dalam melaksanakan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial.

Unituk melaksénakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

‘Kepala Blddl‘lg Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi ;

a. menghlmpun dan mempela_jan Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk
| Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tu\gas Bidang Perlindungan
~ dan Jaminan Sosial; |
b. rmerumuskan langkah- langkah kerja/kegiatan Bidang Perhndungan dan
Jaminan lSos1a1 s¢uua1 dengan Rencana Kerja yang ditetapkan,;
¢.. menghimpun dan menganalisa data administrasi dibidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial dalaxﬂ berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya; -
d. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf dan kepala seksi untuk
bahan peningkatan kinerja; | '
€. mempersiapkan' dan merumuskan rencana program dan perngendalian

Bidang P’erhndung'ln dan Jaminan Sosial;

1. mengadakan Kord1na31/ Sosialisasi dan kerjasama dengan petugas

.pendampmg lapangan dalam rangka memperlancar tugas-tugas
pelayanan kepada masyarakat; |

‘g. men?adakan Kordmas: dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai
iklim/cuaca dan penyediaan bahan logistik untuk kebutuhan mesyarakat
yang terkena bencana; .

h. méngajukén pérmbhonari kepada instansi Provinsi dan Kementerian

o untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan yang diperuntukkan bag1

~ korban bencana : ‘

i.  melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial;

j- mélaksanakan évalu;';_tsi dan pengawasan atas'pelaksanaan program dan
petunjuk pengawasaﬁ di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

k. mengkoordinaéz}kan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan
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melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas

Kepala Seksi yang menjadi bawahannya,; ‘

mehghimpun dan menga’nélisa permasalahan pelaksanaan tugas serta
meinpe;"siépkan saran 'perti‘mbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Din_asj : | ’
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;-

pélakéanaan kebijakan. teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial; |

pel_aksa%naan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemgnfaua,n dan

evaluasi jaminan sosial keluarga;

. - pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan

dan jaminan sosial;

meiaksiénakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
z. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Pasal 11

(1) Uralan Tugas Képala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam adalah ;

@

membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Scsial dalam
memberikan pélayanan teknis administratif kepada satuan Organisasi:
Dinas Sosial Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk

. pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Perlindﬁngan

Sosial Korban Bencana Alam;

menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Perlindungan Sosial

- Korban Benca.n_é. Alam sesuai dengan rencana Kerja yang ditetapkan;

menghimpun, mengolah d'an‘menyajika.n bahan data dalam penanganan,

pengemba'ngan'_ dan pemberian bantuan .Sosial dan Penanggulangan

Bencana Alam sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan;

' mensosialisasik?n pencegahan untuk menanggulangi Bencana 'Alam

sesuai ketentuah dan standar yvang di tentukan;

mémpel‘siapkan bahan-bahan Bantuan kebutuhan yang diperlukan untuk

1"1
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.mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan

bahan kebutuhan untuk bantuan korban Bencana Alam;

.berkordinasi dengan In.sta_nsi terkait menyangkut kondisi lapangan akibat

Bencana Alam dan tindakan apa yang harus segera dilaksanakan,;
mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalem berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perlindungan Sosial Korban

‘Bencana Alam;dengan seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Alam sesuai dengan pedoman kerja;

‘meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang;

menghlmpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta
me*npermapkan saran pertlmbangan pemecahan masalah kepada kepala
bidang; .

memberikan pelayanan tekms administrasi Perhndungan Sosial Korban
Bencana Alam;

pelaksanaan kebljakan, pemberian bimbingan teknis serta superV1S1,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi,
pelaksanaan - kebijakah, pemberian bimbingan teknis serta supervisi,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam,

e pemuhhan dan penguatan sosial;
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta superv151
: evalua.s1 dan pelappran pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik,

pényediaé.n Eﬁébu%uhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana

alam;

- melaksanakan ’1:ug»a§~tugas lain yang diberikan kepala lbidang

" Perlindungan ‘dan .Jaminan Sosial. .

i

Urauan Tugas Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial adalah:

a.

. membantu kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam

" memberikan - ‘pelayanan teknis administratif kepada satuan Orgamsam

Dinas Seksi Perhndungan Sosial Korban Bencana Sosial;

menghlmpun dan ‘mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dah _‘ petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan ‘dengan pedoman pelaksanaan tugas. Perlindungan Sosial

Korban Bencana Somal

. menyusun langkah langkah kerja/kegiaten Seksi Perlmdungan 8031a1

Korban Bencana Sngm cacrrmd A oo



.- menghimpun, mengoléh dan menyajikari bahan data dalam penanganan,

';perigembangan dan pemberian bantuan Sosial dan Penanggulangan

Bencana Sosial sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan,;
mensosialisasikan pencegahan untuk menanggulangi Bencana Sosial

sesuai ketentuan dan standar yang di tentukan;

mempersiapkan bahan-bahan Bantuan kebutuhan yang diperlukan untuk

diberikan kepada korban bencana sosial; ,
mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan
bahan kebutuhan untuk bantuan korban bencana sosial;

berkord1nas1 dengan Instansi terkait menyangkut kondisi lapangan aklbat

Bencana Sosml dan tindakan apa yang harus segera dilaksanakan;

"mengars1pkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan keperluannyaz;

melaksanakan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial satuan

-organisasi Dmas

mengkoordinasikan pengelolaan adm;\nlstra31 Seksi Perlindungan Soswl

Korban Bencana Sosial;

‘mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban

Bencana Sosial dengan seksi lainnya;

méhgarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Sosial sesuai dengan pedoman kerja;

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang;

'me-nghirhptm permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

v‘saran pertlmbanoan pemecahan masalah kepada kepala bidang

Pnrlmdungan dan Jaminan Sosial; .
pelaksanaan L.ebljakan pemberian bimbingan teknis serta supervisi,

evaluasi dan pelaporan ‘pelaksanaan pencegahan, penanganan korban

bencana sosml volitik dan ekonomi;

: pelaksanaan ke_buakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi,

vevéluasi dan pelaporen pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi

sosial;

,melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan .kepala bidang

Perlindungéin dan Jaminan Sosial.

Urajan'Tugas Kepala Seksi J aminan Sosial Keluarga adalah :

membantu képala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam

memberikan pelayanan teknis administratif | Seksi Jaminan Sosial

IZal
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mienghimpun dan Ihempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk 'tek'nis serta bahan-bahan 'lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial

Keluarga;

. menyusun Iangkah -langkah Kkerja/kegiatan Seksi Jaminan Sosial

Keluarga sesuai dengan rencana kerja yang d1tetapkan

menghimpun dan Mengolah Data yang didapatkan dari petugas lapangan,

'mengadakan Kordinasi dan kerjasama dengan petugas pendamping

" lapangan terkait dengan Tugas pokok sesuai dengan keténtuan;

me_ngadakan - Kordinasi dengan' Instansi ‘terkait menyangkut proses
Administrasi hﬁéndapatkan Pelayanan Kesehatan;

membantu dan memperlancar Administrasi kepada Masyarakat yang
membutuhkan Pelayanan Kesehatan;

mengadakan Sosialisasi kepada Masyarakat untuk mengetahui
persyaratan Administrasi mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; | _
méngarsipkan dan ‘memélihara dokumen administrasi dalam berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya; .
melaksanakan urusan Seksi Jaminan Sosial Keluarga satuan organisasi
Dinas Sosial;

mengkoordinasikan | pengélolaan administrasi Seksi Jaminan Sosial
Keluarga; |

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga

sesuai dengan pedoman kerja;

. meneruskan proses administrasi surat imenyurat kepada kepala bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial;

menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

. saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala bidang

Perhndungan dan Jaminan Sosial; ] .
pelaksanaan kebuakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi bemberdayaah sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat; ‘
pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, serta
supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi,
terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

pelaksanaan Kkebijakan | teknis, pemberian bimbingan teknis, serta

supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan

. |
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melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang

Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Bidang Rehabilitasi Sosial a.dalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang

{epala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab lallgsurlg kepada
Kepalza Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas bidang Rehabilitasi Sosial."

Untuk ‘melaksanakan tugas tersébut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

e

L.

I&cpala Bldang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi;

a.

menghmlpun dan mempelajan Peraturan Perundang—undangan, Petun_]uk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan iainnya yang

berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bldang Rehabilitasi
. Sosial; '

merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Rehab1htas1 8031a1

. sesuai dengan Rencana Ker_]a yang ditetapkan,;

menghimpun dan menganalisa data administrasi di b1dang Rehab1htas1
Sosial dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya,;

menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan
kinerjaé | '
rhempersiapk_an dan merumuskan rencana prograrm dan pengendalian
Bidang Rehabilitasi Sosial, _

melaksanakan pengumpulan 'dan pengolahan data di bidang Rehabilitasi
Sosial;

melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas peléksanaan program dan

petunjuk pengawasan dibidang Rehabilitasi Sosial;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Eidang Rehabilitasi Sosial dengan
Sekretaris dan Bidang lain; |
melakukan pembinaan dah bimbingan ferhadap pelaksanaan tugas
Kepala Seksi yang rnemad’ bawahannya;

membuat langkah -langkah program kegiatan pemblnaan terhadap anak

- yang mengalami tindakan kekerasan penyandang disabilitas tuna sosial

dan perdagangan orang;
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k. - rheng;adakan kerjasama dengan instansi/lembaga hukum dalam rangka
penanggulangan/ penyelesaian masalah sosial sesuai ketentuan yang

| berlaku;-

1.  menghimpun dan ménganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta

- mempersiapkan saran pertlmbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Dinas;

m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

n. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau
lembaga;

0. pelaksanaan kebijakan teknis, fasﬂltasl koordinasi serta pemantauan dan

. . evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di
luar parti dan/atau lembaga; |

p. : peléksanaan kebijakan {ek11is, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

Q- pengelolaan data pelayanan sosial orang de;igan HIV/AIDS untuk

| dikbordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;

r. | pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;

s. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi
sosial d1 luar panti dan/atau lembaga;

t. - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 13
leang Rehabﬂlta81 Sosial, terdiri dari:

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lan_]ut Usia;
~ b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
‘¢. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

' : Pasal 14

\ (1) VUraian Tﬁgas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia adalah ;

a. membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam memberikan
- pelayanan teknis administraﬁf kepada satuan Organisasi Dinas Sosial

‘ Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundéng—u11dangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia;
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ményusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak

. dan Lanjut Usia sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
mengarsipkan dan memehhara dokumen adm1n1stras1 dalam berbagai

) bentuk sesuai dengan keperluannya;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Us1a dengan seksi lamnya,

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Rehabll1ta81 bos1al Anak dan
Lanjut Usia sesuai dengan pedoman kerja;

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang;
menghimpun dan mempelajari permasalahan 'pélaksanaan tﬁgas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala
bidang; | '
memberikan pelayanan teknis administrasi Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia; o | |

mengadakan pembinaan terhadap Anak yang Berhada_pan dengan Hukum
(ABH) dan Lanjut Usia; |

mengadakan Kordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait untuk

mebuat langkah-langkah tindak lanjut terhadap Anak Berhadapan dengan

Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku békerjasama dengan Panti

'Asuhan untuk mengadakan pembinaan terhadap Anak Berhadapan
dengan Hukum dan Lanjut Usia;

pelakseanaan kebijakan, pelaksanaan' bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi pel?ksana_an pelayanan sosial anak balita telantar;
peiaksanaéh kebijakan', pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;

pehksanaan kebljakan, pelaksanaan bimbingan teknls serta pemantauan
dan evaluasi ,pelaLsanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan
Hukum; : ‘

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan

- dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan

perlindungan khusus;

. pelaksanaan keleakan pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi pelak%anaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial

‘_lanJut usia;

. melaksanakan tugas-tugas lain yangA diberikan kepala bidang Rehabilitasi
Sosial. ‘




17

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Periyandang Disabilitas adalah:

a.

h.

membantu kepala .bidéng Rehabilitasi Sosial dalam memberikan
pelayanan - teknis administratif Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas; ' ’

menghimpun dan m_empeiéjari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk

pel‘aksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

N berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugds Seksi Rehabilitasi
- Sosial Penyandang D1sab111tas,

menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitaé sesuai dengan rencana kerja yang ditetaj;)kan;

- mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

bentuk sesuai dengan kepe-z_'luannya;

‘melaksanakan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas satuan

organisasi Dinas Sosial; |

mengkdordinasikan ‘pengelolaan administrasi Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas; |

m_e:ngkoordifnasikan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial
Penvandang Disabilitas dengan seksi lainnyé;

merigarahkén pelaksanaan tugas Staf Seksi Rehabilitasi Sosial
Pen: yandang Disabilitas sesua1 dengan pedoman kerja;

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidang

Reh.ab1htas1 Sosial;

menghunpun permasalahan pelaksanaa_n tugas serta mempers1apkan
saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala bidang
Rehabilitasi’Sosial;

mengadakan pelayapan Rehapbilitasi terha’dap.penyandang cacad dan eks
penyandang cacad; | .

mengadakan kerjaéama dengan instansi laiqnya dalam rangka mendata,
penangguléngan -bégi penyandang cacad dan eks penyandang cacat;
pelaksanaan kebljakan pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi dan

evaluasi pelaksanaan rehablhtasa sosial penyandang disabilitas fisik dan
sensonk ' y

pelaksanaan kebuakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi dan
evaluasi pelaksanadn rehab1htas1 sosial penyandang disabilitas mental
dan intelektual;

pelaksanaan kebljakan, pelaksanaan bimbingan tekms serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

/
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p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang Rehabilitasi
Sosial.

{3) Uraian Tugas Kepéﬂé Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang adalah : |

- a.  membantu kepala bidang Rehabilitasi Sosial dalam memberikan
peié.yanan teknis administratif Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang;

b. menghimf)un dan mém.pellajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedofnan pelaksanaan ‘tugas Seksi Reﬁabilitasi

 Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; .

c. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna
Sosial dan Korban Perdaéangan Orang sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan; '

d. mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai

- bentuk sesuai dehgah keperluannya; .

e.  mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Seksi Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

f.  mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna

| Sosiél dan Korban Perdag@gm Orang;

g. mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna
Sosial dan Korban Pergagangan Orang sesuai dengan pedoman kerja;

h. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada kepala bidaﬁg
Rehabilitasi Sosial; ‘

i. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan

' saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala bidang
Rehabilitast Sosial; |

j.  Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait atau kecamatan dalam
‘pgndataan terhadap wanita tuna susila, anak jalanan, orang.. terlantar,

~ perdagangan orang dan masalah tuna sosial lainnya;

k. mengadakan kerjasama déngan instansi terkait dalam rangka sosialisasi,
pembinaan dan pengendalian terhada;; anak nakal, korban narkoba,
wanita tuna suéila, bekas narapidana, gelan'dangan, pengemis, penderita
HIV/AIDS, tuna wisma, tuna karya, panti sosial, panti jompo dan
masalah sosial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

.’
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mengadakan pembinaan pengawasan dan peningkatan pelayanan demi

kesejahteraan kepada panti dan penghuni panti asuhan;

m. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi

' dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis,
bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan serta korban perdagangan
orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;

n. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi
dan evaluasi pelaksanaan rebabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti
dén/ atau lembaga;

0. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

p. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk

"dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi;

. - pengelolaan data:pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk

dikoordinasikan dan dilapdrkan kepada pemerintah provinsi;

r. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan kepala bidang Rehabilitasi
Sosial.

, Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 15
Bldang Pemberdayaan Sosial adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung Jawab langsung
kepada P’epala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai »tugas membantu Xepala

-Dinas dalam melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)',

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi ;

a. menghimpun dan" mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan ‘denga.n pedoman pélaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan
Sosial,

b. merumuskan la:hgkah—langkah kerja/kegiatan sesuai dengan Rencana

Kerja yang d1tetapkan,

c. menghnnpun dan menganalisa data admlnlstra31 di bidang Pemberdayaan
Sosial dalam berbaga1 bentuk sesuai dengan keperluannya;

;
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d. ' menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan
kinerja; ‘ ‘

e. mempersiapkan dan merumuskan rencéna program dan pengendalian

o ‘Bidang Pemberdayaan Sosial; |

f. melaksanakan pengumpulah dan pengolahan data Bidan.g Pemberdayaan

~ Sosial;

g | -mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial

| dengan Sekretaris dan Bidang lain; '

h. melakukan pembinaan “dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Seksi Yan'g menjadi bawahannya;

i.  melaksanakan pengendalian ‘dan pelaksanaan norma, standar pedoman
dan petunjukoperasional di Bidang Pemberdayaan Sosial; |

J- melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program dan
. peﬁunjuk pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial;

k. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta
mempefsiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Dinas;

1. pelaksanaagi kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan
masyarakat; -

m. pelaksanaan kebijakan tekms, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

n. pelaksanasan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

| evaluasi i ‘pembérdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan dan restora31 sosial; | _

0. pelaks'maan kebgakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan

| evalvasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

p. pelaksanaan ;norma, standar, prosedur dan kriteria di’ bidang

: pémberdayaaﬁ sosial; -

q. melaksanakah tugas-tugas lain yang diberikan sesuai linglkup'tugas dan

fungsinya;

Pasal 16
Bldartg Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencﬂ

b. Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin
Perigumpul Sumbangan;

c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
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Pasal 17

’ (1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan
Komunitas Adat Terpencil adalah ;

@

a.

meinbantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam memberikan

pelayanan teknis administratif Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga

" dan Komunitas Adat Terpencil;

menghimpun dan mempe_lajari Peraturan Perundang-undarngan, petunjuk

- pelaksanaan dan petunjuk . teknis serta bahan-bahan lainnya yang

bei‘hubungan dengan pedoman pelaksanaan fugas Seksi Pemberdayaan
Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil;

menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Pemberdayaan Perorengan,

Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil sesuai dengan rencana kerja yang

ditetapkan,;

' mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perorangan,
' Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil dengan seksi lainnya;

| mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemberdayaan Perorangan,

Keluarga dan Komunitas Adat Tefpencil sesuai dengan pedoman kerja;
menghimpim dan n‘iempelajari permasalahan pelaksanaé.n tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada kepala
bidang pemberdayaan sosial; | _ |
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaiuasi pemberdayaan sosial perorangan keluarga;

ﬁel’aksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial. | ' '

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan Mésyarakat
dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan adalah : '

-a.

b

mémbantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam memberikan

pelayanan teknis administratif Seksi Pemberdayéan Sosial, Kelembagaan

. Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan;

- menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-baban lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan

Sosial, Kelembagaani Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul
Sumbangan;
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menyusun langkah-langkéh kerja/kegiatan Seksi Pemberd.ayaan Sosial,

Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan

- sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

‘mengkoordinasikan pengelolaan administ'rasi‘Seksi Pemberdayaan Sosial,

Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial,

-Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan

. dengan seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pemberdayaan Sosial,
Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpul Sumbangan
sesuai dengan pedoman kerja;

meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala B1dang

Pembe1 ‘dayaan Sosial;

mienghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan_

saran : pertimbangan pgmecahan" masalah kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial; |

pelaksanaari' kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serfa pemantauan
dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat tenaga
kesejahteraan soolal kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan

relawan sosial lainnya;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
' Pemberdayaan Sosial. |

Uraian Tugas Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial adalah :

a.

membantu kepala bidang Pemberdayaan Sosial dalam memberikan
pelayanan teknis administratif Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
menghimpup dan m‘empelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan pedoman pelaksanéan tugas Seksi Kepahlawanan
dan Restorasi Sosial;

inenyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Seksi Kepahlawanan dan

Restorasi Sosial sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;

| mengkoordinasikan, pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas Seksi

Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
mengarahkan pelake.anaan tugas Staf SekS1 Kepahlawanan dan Restorasi
Sosial sesuai dengan pedoman kerJa

melaksanakan pemblnaan nilai-nilai kepahlawanan dan kebangsaan,
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menghimpun Apermasalahan peléksanaan tugas serta mempersiapkan
saran pertimbangari pemecahan masalah kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial;

h. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi penggalian pdtensi, kepahlawanan, kepérintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial;

. 1. pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten Tapanuli

(1)

(2)

(3)

Tengah;

- j.-  pelaksanaan kebijakan, pf;laksanaan bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi lemb'aga'korisultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli
kéluarga, I.

k. peldksanaan kebuakan, pelaksanaan b1mb1ngan teknis serta pemantauan
dan evaJuas1 wahana Xkesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat
kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang  diberikan Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial. '

| . Baigian Keenam
Bidang Penanganan Fakir Miskin

. Pasal 18
Bidang Penanganan Fakir Miskin adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh

.seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung Jawab langsung

kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan tugas bidang Penanganan Fakir Miskin.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi,

a. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Petunjuk
| _Peiaksanaan dan Petunjuk Teknis ‘serta bahan-bahan lainnya yang

lberhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Penanganan
Fakir Miskin; '

- b.  merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan Bidang Penanganan Fakir

Miskin sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan;
c. menghimpun dan menganalisa data administrasi di bidang Penanganan

Fakir Miskin dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;

- menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas Staf untuk bahan peningkatan

kinerja;




€.

24

mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan pengendalian
Bidang Penanganan Fakir Miskin;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Penanganan
Fakir Miskin; |

‘melaksanakan evaluasi dan pengawasanv atas pelaksanaan program dan

k .petunjuk pengawasan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

mengkocrdinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin
dengan Sekretaris dan Bidang lain;

melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Seksi yang menjadi bawahannya;

menghimpun dan menganalisa permeasalahan pelaksanaan tugas serta
mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Kepala
Dinas;’

pe].aksanéan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta peman’tauah dan
evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan
evaluasi penanganan fakir miskin resisir, pulau-pulau kecil dan
perbatasan; ‘ '
pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten
Tapanuli Tengah; '

peleksanaan norma, standar,‘prosedur dan kriteria di bidang penanganan
fakir miskin,; | ‘

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Peneinganaﬁ Fakir Miskin, terdiri dari:
a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan,;

c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Stimulan serta Penataan Lingkungan
Sosiel.

Pasal 20

(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas adalah ;

a.

membantu Kepala Bidang Penangsnan Fakir Miskin dalam memberikan
pelayanan teknis ‘administratif Seksi Identifikasi dan Penguatan

Kapasitas;
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| inehghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk

pelaksama.an dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan p‘edoman pelaksanaan tugaé Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas; - _

meflyusun '1a11gkah-1angkah ktea/ kegiatan Seksi Identifikasi dan
Pep.gua,tan Kapasitas sesuai dengan rencana kerjé. yang ditétapka.ﬁ;
mengarsipkén dan memelihara dokumen admiﬁistrasi dalam berbagai
bentuk sesuai dengan keperluannya; |
m.éngkoordina.sikan pélaksanaan tugas Seksi Identifikasi dan Penguatan
Kepasitas dengan seksi lainnya;

mengarahkan pelaksanaan tugas Sfaf Seksi Identifikasi dan Penguatan

' Kapasitas ; sesua1 dengan pedoman Kkerja; ,
‘meneruskari proses administrasi surat menyurat kepada kegala bldang,

'mengh1mpun dan mempelajari permascdahan pelaksanaan tugas serta

L mempcrs1apkan saran pertlmbangan pemecahan masalah kepada Kepala

1n.

B1dang,

memberikan pelayanan teknis administrasi Seksi Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas; '

mengadakan pendataan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS); |

pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan - Kabupaten
Tapanuli Tengah ’

pelaksanaan keb1jékan ‘pemberian b1rnb1ngan teknis, serta’ supems1
evaluasi dan- pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
pelakséllaiaﬁ kebijakan, pefnbeﬁan bimbingan teknis, s_elfta' supervisi,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala . Bidang
Penanganan Fakir Miskin. "

Uraian Tugas Kepala;Seksi Pendampingah dan Pemberdayaan adalah :

a.

membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam memberikan
pelayanan teknis édministratif Seksi Pendam_pingan dan Pemberdayaan,;

menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan déngan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan

dan Pemberdayaan

menyusun langkah—langkah ku:)a/ kegiatan Seksi Pendamninsan dan
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- d. mengarsipkan dan me‘melihéra dokumen adrinistrasi dalam berbagai
| bentuk sesuai dengan keperluannya,; ' |
e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi Seksi Pendampingan dan
- Pemberdayaan,; | . - _
f. | mengkoordinasikan pelaksanaan tugas - Seksi Pendarﬁpingan dan
Pemberdayaan dengan seksi iainny_a; |
g mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Periddampingan dan
'~ Pemberdayaan sesuai dengan pedoman kerja; |
h. meneruskan proses administrasi surat meriyurat kepada Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

i méhghimpun pemésalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan
saran : pertimbangan . pemecahan masalah kepada Kepala Bidang
Pehanganén Fakir Miskin;

'i..  pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,

| - evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; |

k.. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan téknis, serta supervisi,
| evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan scsial;

1.  melaksanakan - tugas tugas lain yang. diberikan Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin.

(3) Uraian .Tugas Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Stimulan, serta

Penataan Lingkungan Sosial adalah : )

a.  membantu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam memberikan

- pelayanan teknis éidministratif Seksi Pengelolaan dan Penyaluran
otlmulan serta Penataan ngkungan Sosial,

b. . menghlmpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengap pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan

- Penyaluran Stimulaﬁ serta Penataan Lingkungan Sosial,

C. menyusun langkah—langkah kerja/kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Penyaluran Stamulan serta Penataan Lingkungan Sosial sesuai dengan
rencana kerja yang d1tetapkan

d. mengars1pkan dan mernelihara dokumen administrasi dalam befbagai-
bentuk sesuai dengan keperluannya; |

e. mengkoord1nas1kan pengelolaan ddrmn1stras1 Seks1 Pengelolaan dan
Penyaluran St1mulan serta Penataan Lingkungan Sosial;

: ) —
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{. mengkoordinasikan pelaksénaan tugas Seksi Pengelolaan dan Penyaluran
| Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial dengan Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin; |
g. - mengarahkan pelaksanaan tugas Staf Seksi Pengelolaan dan Penyaluran
~ Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial sesuai dengan pedoman kerja;
h. - meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Kepala Bidang
| Penanganan Fakir Miskin;
i. meﬁghimpun permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan
saran pertimbangan pémecahan masalah képada Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin; _
j.  pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
. k. pelaksanaan kebijakan, pemberiari bimbingan teknis, serta supervisi,
| evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
L melaksanakan' tugasftugas lain ya;rig "diberikan Kepala Bidang
Pehanganan Fakir Miskin. -

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS

» Pasal 21
Pembentukan nomenklatur serta tugas pokck dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

. Bagian Kedelapan
. o . KELOMPOX JABATAN FUNGSIONAL
| Pasal 22

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
" dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
‘, (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional dalam
jenjang jabatan fungs1ona1 yang dalam beberapa kelompok bidang
- keahliannya; |
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (Q) dipimpin
oleh teniaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala dinas;
(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
' kerja;
(5) Jenis jenjang jabatan fungsional dan pembinaan terhadap tenaga fungsional
diatur sesuai dengan Peraturan Perunda.ng—undangan yang berlaku.
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BAB IV
TATA KERJA

- . Pasal 23 -

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris, Para

: Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bidang dan Para
Kepala Seksi, wajib membangun, memelihara, membina dan melaksanakan
komunikasi vertikal dan horizontal, koordinasi dan kerja sama dengan

perangkat daerah lainnya serta pihak terkait dengan menerapkan prinsip
partisipasi, transparan dan akuntabilitas;

. '(2) Setiap pejabat struktural di perangkat daerah wajib menerépkan pengawasan

- melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

~ BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Dengan . berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18-
Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Trasnmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

: . Pasal 25 _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat méngetahuinya, memerintahkan pengundangan

- Peraturan Bupati ini dal"gam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. |

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 9 Maret 2017
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

' BUKIT TAMBUNAN

Diundangkain di Pandan _
pada tanggal 10 Maret 2017 '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
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